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Abstrak

Tujuan penelitian ini, untuk menguraikan permasalahan budaya egalitarian konsep kekuasaan BUMDes di
Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian
ditemukan bahwa (1) Pola pikir masyarakatnya yang masih minim dalam membuat inovasi produk dari kekayaan
alam dan budaya yang dimiliki, (2) Program kewirausahaan yang didukung oleh dana desa belum dapat
mendorong perubahan yang meningkat dalam pertumbuhan ekonomi desa, dan (3) Belum ada kerjasama dengan
pihak eksternal dalam membangun jaringan pasar untuk menjual produk-produk yang inovatif. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa, konsep budaya egalitarian terhadap perubahan birokrasi BUMDes dapat dilakukan apabila
mendapatkan dukungan dari agen aktor usaha.
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Abstract

The purpose of this study is to describe the egalitarian cultural problems of the concept of BUMDes power in
North Gorontalo Regency. The methods used qualitative research methods. Based on the results of the study it
was found that; (1) The mindset of the community is still minimal in making product innovations from their
natural and cultural wealth; (2) The entrepreneurship program supported by the Village Fund has not been able
to encourage increased changes in the economic growth of the village, and (3) There has been no cooperation
with external parties in building a market network to sell innovative products. So it can be concluded that, the
concept of egalitarian culture towards changes in the bureaucracy of BUMDes can be carried out if it gets
support from business actor agents.
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Pendahuluan

Membangun Indonesia dari pinggiran yang menitikberatkan desa dan masyarakatnya sebagai subjek dan objek
pembangunan menjadi perhatian pemerintah. Pada dasarnya desa memiliki kewenangan mengatur dan
mengurus urusan pemerintahnnya. Perbaikan performa pelayanan publik oleh pemerintah desa dalam
menerapkan sistem pemerintahan model CERIA lebih mengedapankan prinsip-prinsip egalitarian. Di mana
orang-orang yang berkepentingan pada sebuah pelayanan ingin dianggap sebagai sebuah komunitas yang
suaranya didengar dalam pembuatan keputusan, aturan, agar bisa ikut bertanggungjawab terhadap keberadaan
dan kelangsungan pelayanan publik tersebut (Simmons, 2016). Seperti dalam mengemban kepercayaan yang
diamanahkan dalam pemanfaatan dana desa yang diterima dari tahun 2015-2020 dan diperuntukkan
membiayai dua kegiatan utama, telah diatur melalui Perbup Nomor 22 Tahun 2018 (sesuai prioritas yang
ditetapkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017) yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pemanfaatan dana desa yang begitu besar harus didukung oleh kualitas sumber. daya manusia dari aparatur
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sumber dana tersebut agar efektif dan menciptakan suatu nilai tambah untuk sustainable revenue (Rahmatiah,
Wiroto, & Taan, 2019).

Model CERIA merupakan formulasi untuk memberikan pelayanan publik sebagai upaya menepis
anggapan masyarakat perihal birokrasi berbelit-belit, lamban, kaku, rentan dengan politisasi (Paskarina,
2015). Tulisan ini mengkhususkan membahas pada kegiatan program pemberdayaan masyarakat yakni
BUMDes. Efektivitas penggunaan dana desa menjadi tantangan yang besar bagi semua pihak yang terkait,
karena pada kenyataannya masih ditemukan bahwa dana desa belum optimal dalam mengembangkan
BUMDes pada tataran tujuan yang diharapkan oleh Perda Kab. Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2017 tentang
BUMDes antara lain: 1) peningkatan ekonomi desa; 2) optimalisasi aset desa dan kemakmuran masyarakat; 3)
peningkatan tata kelola sumber daya desa; 4) membangun usaha desa dengan menarik investor dalam hal ini
pihak ke tiga; 5) terbukanya peluang market; 6) adanya akses lapangan kerja; 7) terpenuhinya kualitas
kesejahteraan masyarakat desa; 8) adanya income desa.

Berdasarkan capaian tujuan tersebut, tentu belum optimal pada keseluruhan tujuan sehingga
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek (ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain)
masih rendah, sehingga dapat dikatakan pengalokasian dana desa belum sepenuhnya menjawab kebutuhan
masyarakat desa. Padahal menurut Menteri Keuangan Sri Muliyani (2017) dana desa memberikan kesempatan
kepada desa-desa di seluruh Indonesia sebagai garda terdepan dalam mengotimalkan tugas, peran, dan fungsi
pada pengelolaan desa, pemerintahan desa, dan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan bermuara pada
meningkatnya kesejahteraan hidup pada seluruh masyarakat melalui pengelolaan potensi desa dengan
sentuhan inisiasi, kreatifitas, inovatif dan penuh kesadaran dari semua pihak untuk bersinergi, baik aparat desa
maupun masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan. (Tiara Mara Antika, Anung Rachman, & Rendya
Adi Kurniawan, 2022) mengemukakan bahwa, konteks pembangunan desa melalui BUMdes merupakan
upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Husain, Moonti & Maruwae (2022) menunjukan bahwa, 53,7% badan usaha milik desa (BUMades)
memberikan pengaruh pendapatan ekonomi masyarakat yang berdampak pada tingkat kesejahteraan
masyarakat semakin membaik.

Terlepas dari urian diatas, sejatinya BUMDes yang tidak ditunjang dengan sistem birokrasi desa yang
baik, tentu hal ini akan sangat berpengaruh pada evektivitas tata kelola desa. (Djafar, 2011). Hal tersebut
sejalan dengan pandangan Sajogyo yang mengemukakan bahwa, dalam pelaksanaan tata kelola desa yang baik
membutuhkan reformasi birokrasi sosio-kultural yang menegaskan keteladanan kepemimpinan yang menjadi
titik urgensi dalam mewujudkan birokrasi yang terbuka khususnya tata kelola BUMdes (Arditama, 2013).
Kenapa reformasi birokrat penting bagi tata kelola BUMdes, karena birokrat merupakan aktor utama yang
terlibat dalam menentukan maju atau tidaknya sebuah program yang dijalankan (Hamzah 2014). Sejatinya
Hajat hidup orang banyak merupakan titik sentral perhatian birokrasi sehingga informasi yang diterima oleh
pelaksana birokrasi perlu diteliti kebenarannya untuk menghindari adanya kegagalan publik service dan
memberikan pelayanan secara adil kepada para stakeholders. Peningkatan kepemimpinan lokal dan
pembangunan kapasitas kelembagaan memantapkan upaya reformasi atas berbagai elemen masyarakat
termasuk pemberdayaan organisasi masyarakat sipil, juga penting untuk dipertimbangkan (Prasojo & Holidin,
2018).

Dalam konteks behavioral consequences bahwasanya perilaku bisa baik dan bisa buruk yang dapat
menghasilkan konsekuensi berupa reword maupun funisment dari kemampuan individu atas locus of control
melalui internal control dan eksternal control (Kiryanto & Tyas, 2015). la menjelaskan bahwa internal control
adalah tingkatan dimana seseorang individu berharap bahwa reinforcement atau hasil dari perilaku mereka
bergantung pada karakteristik personalnya. Sedangkan eksternal control adalah tingkatan dimana seseorang
berharap bahwa reinforcement sebagai fungsi dan kesempatan, keberuntungan, atau takdir yang dibawa
kendali yang lain atau tidak bisa diprediksi. Weberian berpendapat bahwa briokrasi merupakan wadah
terhadap pola penyatuan lembaga (Wakhid, 2011).

Wrong mengemukakan bahwa birokrasi juga dimaknai sebagai organisasi yang sengaja dibentuk untuk
mencapai satu tujuan fungsional tertentu, bersifat hirarkis, ada pembagian kerja secara detail, dan mereduksi
individu-\individu menjadi sekrup kecil dai mesin besar (peg;asan yang spesifik (Aritama, 2013). Lebih
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khusus, Weber menjelaskan bahwa birokrasi harus dijalankan secara rasional pada masyarakat moderen yang
didasarkan pada aturan-aturan formal dan legal, bukan didasarkan pada otoritas tradisional Setiyono dalam
(Surur 2019). Sistem kewenangan birokrasi tradisional dengan birokrasi rasional jauh berbeda
implementasinya. Jika pada birokrasi tradisional, menempatkan pimpinan diatas segala-galanya, maka
birokrasi rasional menempatkan pemimpin birokrasi memiliki otoritas pada hukum yang berlaku, begitupula
ketaatan pegawai bukan pada pimpinannya tetapi pada aturan yang ditetapkan, sehingga berganti pemimpin
adalah hal yang biasa dan tidak terjadi masalah-masalah dalam birokrasi, karena pedomannya adalah aturan
yang sudah baku. (Surur, 2019). Pembangunan akan berhasil apabila menjalankan pengelolalaan sesuai
dengan prinsip-prinsip manajemen modern dan sikap, perilaku, dan kemampuan teknisnya melalui sistem dan
aparatur yang mampu, tanggap, dan kreatif (Sajogyo, 2011). Model pemerintahan CERIA sebagai manajemen
modern adalah suatu model pemerintahan yang diterapkan di Kabupaten Gorontalo Utara.

CERIA singkatan dari Cerdas, Empati, Ramah, Inovatif, dan Amanah yang mencerminkan nilai-nilai
luhur kemanusian didasarkan atas prinsip-prinsip parisipatif, transparan, integratif-interkonektif, kultur
religious, dan akuntabel. Indikator-indikator yang termuat dari singkatan ini tampak jelas mengandung unsur-
unsur budaya egalitarian dari para birokratnya untuk mengedapankan pemberian pelayanan semaksimalnya
kepada seluruh masyarakatnya. Hefner menyampaikan bahwa untuk membangun budaya egalitarianisme
menjadi karakter manusia melalui prinsip keseimbangan, keadilan, amanah, dan menghargai orang yang
berbeda pendapat (Ritaudin, 2012). Secara garis besar, bahwa budaya egalitarian merupakan perilaku individu
yang menunjukkan komitmen atas persamaan hak, kesempatan meraih kesejahteraan, kebahagian dan
kesempatan dalam tatanan berkehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, implementasi Model Ceria dengan
mengusung prinsip-prinsip egalitarian dari pemerintah desa dan pengelola BUMDes dapat menghadapi
tantangan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode kulaitatif dalam pendekatan
analisis sosilogis merupakan instrument penelitian yang berusaha mengumpulkan data secara alamaiah atau
berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan. (Sugiono, 2016). Adapun lokasi penelitian di Desa Tri Rukun
Kecamatan Wonosari. Adapaun teknik pengumulan menggunakan trianggulasi data yang pengumpulanya
menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari keterlibatan tokoh masyarakat,
pemerintah desa dan masyarakat Tri Rukun. Untuk data sekunder menggunakan sumber literatur yang
bersesuaian dengan objek kajian penelitian yang bersesuain dengan tema yang digagas oleh penulis.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Gambaran Umum BUMDes di Kabupaten Gorontalo Utara
Kabupaten Gorontalo Utara memiliki potensi sumber daya alam yang memadai. Potensi tersebut antara lain:
pertanian (jagung, padi, dan durian), kelautan (hasil tangkapan ikan, budi daya ikan, dan rumput laut),
pertambangan, pariwisata, dan budaya. Hampir semua potensi yang disebutkan, belum dikelola menjadi produk
yang inovatif disebabkan karena tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat masih minim sementara
untuk inovasi produk sangat membutuhkan kecerdasan sebagai modal manusia menjadi agen perubahan dalam
menggerakkan BUMDes yang maju dan mandiri. Selain inovasi produk, dibutuhkan juga inovasi hubungan
sosial dalam kerja organisasi pelayanan publik agar bisa membuahkan hubungan sosial yang baik dengan
pengguna pelayanan publik, perlu adanya forum bersama antara manajer, pegawai, dan perwakilan pengguna
pelayanan publik untuk menemukan informasi dan jalan keluar bagi kerenggangan hubungan sosial dalam
performa pelayanan yang optimal. Inovasi ini adalah strategi baru dan perilaku baru dalam memberikan
pelayanan publik yang optimal dengan visi budaya organisasi yang berparadigma egalitarian (Simmons, 2016).
Adapun tahapan inovasi BUMDes yang dapat dilakukan; (1) Penyusunan standar operasional tata kelola
BUMdes; (2) Pembentukan mekanisme baru untuk suara konsumen BUMDes; (3) Pelatihan karyawan garis-
depan tentang aktivitas komunikasi yang menyentuh tentang (bagaimana membuat presentasi dan menggunakan
frasa yang bisa menyentuh sikap positif orang lain, dan bagaimana mengulang presentasi dan penggunaan frase
tersebut dengan konsisten) sehingga dalam-p ksanaaMalan dengan baik.
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Budaya egalitarian adalah manifestasi dari kecerdasan individu dalam mengembangkan dan
memaksimalkan potensi akalnya, emosinya, dan nuraninya agar senantiasa dapat hidup dengan seimbang,
bersinergi, dan komprehensif. Kecerdasaan inilah, manusia dapat diakui eksisistensinya dalam memperjuangkan
dan meningkatkan kualitas hidupnya menghadapi berbagai tantangan yang kompleks melalui proses life long
education. Kecerdasan melingkupi perihal multifle intelligence, yakni kecerdasan intelektual (Intelligence
Quotient), kecerdasan emosional (Emotional Quotient), dan kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient). Tiga
kemampuan ini sangat penting dalam pemanfaatan dana desa agar dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Sukses tidak terlepas dari tiga kecerdasan yang ada dalam dirinya dan senantiasa mendorong menciptakan
peluang dengan beragam keunggulan produk dengan merubah karakter produk, merekayasa produk untuk
menghasilkan produk yang baru, selain perlu ditunjang dengan melaksanakan pekerjaan tepat waktu, kreatifitas
dalam berbagai kegiatan dan memotivasi diri secara efektif untuk meningkatkan kemampuan pengelolah usaha.

Hal yang tidak kalah pentingnnya adalah mempertahankan komitmen yang dibangun dari awal memulai
usaha yang didasari oleh berbagai kejadian hidup yang dialami secara pribadi dan kolektif dan menggunakannya
sebagai sumber untuk mengembangkan potensi diri meraih impian. Komitmen juga akan membentuk motivasi
berwirausaha terutama pada terbukanya/tertutupnya akses modal sosial yang sudah ada maupun yang baru.
(Rahmatiah, Wiroto, & Taan, 2019). Pada prinsipnya, mempertahankan kelangsungan BUMDes tidak sekedar
mempertahankan keuntungan usaha dan pengetahuan bisnis dan manajerial tetapi perlu adanya hubungan dengan
pelanggan dalam konteks pelayanan publik (public service) harus lebih menitikberatkan keadaan hubungan yang
lebih dalam daripada sekedar hubungan transaksional yang sepele. Jadi, segala pencapaian kebutuhan dan
keinginan, di samping motivasi harus kuat, juga didukung oleh faktor lain seperti komitmen dan kemampuan
modal manusia dan modal sosial. Faktor-faktor ini dapat digerakkan oleh kebutuhan berafiliasi diri. Untuk bisa
menyelesaikan tantangan utama ini pemerintah desa harus mempersiapkan kerjasama dengan berbagai pihak,
dari dalam daerah maupun luar daerah, yang dapat diajak berkomitmen untuk mendorong BUMDes dan
pengusaha lokal agar memiliki motivasi yang kuat untuk membangun usaha yang unggul dan tangguh dan
mudah dalam proses pendiriannya.

Konsep Egalitarian sebagai Aktulisasi dari Program CERIA BUMDes

Dalam konsep pelayanan publik yang berasas egalitarian, kesempatan pengguna pelayanan untuk memberikan
pendapat bagi kualitas pelayanan publik akan menentukan persepsi mereka pada pelayanan publik tersebut.
Sebuah pelayanan yang berani mengoptimalkan pelayanannya akan semakin berani untuk terbuka terhadap
berbagai pendapat dari pengguna pelayanan publik, sampai akhirnya ia mendapatkan pendapat yang bagus pada
setiap kesempatan dari pengguna pelayanan maka itu pertanda ia memliki persepsi yang baik dari pengguna
berkaitan kualitas hubungan dan performa pelayanan (Simmons, 2016). Namun sebagaimana yang terjadi di
negara-negara demokrasi, lemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah karena lemahnya penegakan
hukum (Tjiptoherijanto, 2014). Maka mungkin jalan keluarnya adalah kolektivisme dalam mendeskripsikan
seperti apa pelayanan BUMDes yang baik untuk untuk memajukan kewirausahaan di desa dan merancang sistem
yang mampu menjalankan secara efektif program-program kewirausahaan yang berkualitas dan tinggi
penjualannya dan cermat terhadap resiko-resiko yang akan dihadapi. Harapannya melalui kolektivisme ini
tumbuh kepercayaan terhadap BUMDes melalui komitmen aparat BUMDes terhadap program-program yang
dirumuskan dan dijalankan bersama, sehingga dana desa benar-benar bisa diserap oleh masyarakat melalui
program tersebut.

Tantangan yang akan dihadapi adalah kemampuan organisasi pemerintahan desa dan BUMDes untuk bisa
bekerjasama dengan para pengusaha desa yang memiliki budaya usaha yang beragam, yang diwarnai oleh
kepimilikan secara pribadi, kelompok, maupun komunitas masyarakat. Kemungkinan yang terjadi di dalam
organisasi pemerintahan desa dan BUMDes adalah counter-habitus egalitarianisme (Stahl, 2015), yaitu
kumpulan orang yang tidak menginginkan/mengaspirasi mobilitas sosial keatas, yaitu yang mementingkan
komitmen kepada komunitas yang tidak menginginkan adanya kemajuan kewirausahaan di desanya. Ini
kemungkinan terjadi karena aparat BUMDes datang dari budaya miskin yang sulit menerima kenyataan bahwa
perubahan-perubahan yang terjadi akan membuat kelompok masyarakat pengusaha semakin kaya, walaupun
secara umum akan mengangkat kesejahteraan banyak warga desa. Jika kumpulan ini terlalu besar maka akan
ulinawaty dkk, ( ara penﬁs&ha’ngguna layanan BUMDes untuk dilibatkan
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dalam penyusunan prorgram dan sistem pelayanan kewirausahaan. Namun, diantara empat model defisit
birokrasi (Pratama, 2017), prinsip egalitarian yang paling memungkinkan BUMDes bisa mengalami perubahan
yang lebih siap untuk memajukan kewirausahaan di desa.

Tabel 1
Hasil Penelitian 13 BUMDes di Kabupaten Gorontalo Utara
. Status Capaian- Faktor Penyebab
Capaian Program BUMDes . .
pal g Capaian Bumdes Capaian Bumdes
Tata kelola hasil pertanian dan hasil laut Belum tercapai Minimnya inovasi
Peningkatan usaha melalui UMKM Belum tercapai Dana yang belum mencukupi

Pembahasan

Budaya Egalitarian Sebagai Identitas BUMDes

Ditengah-tengah lesunya perekenomian nasional dan rendahnya tingkat pendapatan per kapita, maka sangat
penting untuk menumbuhkan budaya yang mendukung kewirausahaan Linan, Romero dkk, (2013); Irizo, Ruiz,
& Figueora, (2020). Desentralisasi politik tidak akan mendukung kegiatan kewirausahaan individual, jika terlalu
memproteksi daerah dari kreativitas yang bisa dibangun melalui kerjasama yang terbuka antara pengusaha lokal
dan pengusaha luar dimana pemerintahan daerah harus membuka wawasan kewirausahaan mulai dari
mempelajari unsur-unsur penting yang diperlukan oleh pengusaha yang akan memperkuat organisasi usahanya
pada saat baru berdiri: antara lain: (1) Berprinsip untuk terus menerus membangun motivasi yang kuat untuk
membangun usaha yang tangguh; (2) Berprinsip untuk membantu merencanakan penguatan dan memperbaiki
kebijakan yang pro pada pertumbuhan kewirausahaan mulai dari saat pembinaan untuk mencapai kompetensi
awal yang baik, kemudian memelihara kompetensi standar organisasi dan manajemen kewirausahaan yang
kompetitif dan cepat beradaptasi dengan kondisi ketidakpastian yang tinggi.

Strategi dan Upaya Pengelolaan BUMdes

Untuk mencapai mencapai kompetensi lanjut dalam membangun jaringan internasional dalam produksi,
distribusi dan pemasaran (Wiroto, 2016). (3) Kebijakan yang pro pada pertumbuhan kewirausahaan dimulai
dengan membangun budaya yang terbuka dengan para pengusaha yang telah mencapai kompetensi standar dan
lanjut secara mapan, baik dalam rangka menambah wawasan dan informasi pemerintah lokal dari para praktisi
bisnis tersebut maupun menjalin kerjasama bisnis. Pemerintah lokal yang berhasil menjalankan poin ini
diasumsikan telah berhasil membangun pelayanan publik untuk meningkatkan pemberdayaan kewirausahaan
secara egalitarian yang respon terhadap kebutuhan individu; (4) Mulai membangun sejumlah kerjasama usaha
yang jelas antara warga desa yang telah memiliki ide produksi yang inovatif dengan individu atau lembaga yang
berasal dari wilayah lain yang memiliki potensi pengembangan kewirausahaan yang diperlukan agar ide tersebut
dapat diterapkan menjadi sebuah produksi yang bernilai jual. Poin 4 ini dapat dijalankan dengan namun harus
terpenuhi syarat institutional equality, yaitu mengakui bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan
otonomi pribadi, sehingga lembaga publik ini, seperti BUMdes, dapat secara objektif dan tidak
menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan dalam memilih warga yang hendak didukung aktivitas
kewirausahaannya (Swaab & Galinsky, 2014).

Pemerintah lokal yang mampu membangun sistem agar poin ke-4 ini berjalan diasumsikan bahwa ia telah
mampu mengaplikasikan poin ke-3 dengan baik dan mau benar-benar mewujudkan perbaikan kondisi
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan partisipasi kerjasama usaha antar lembaga dan antar daerah.
Menjaga kelangsungan sistem BUMdes dan lembaga lainnya yang terkait untuk melaksanakan point ke-3 dan
ke-4 dengan mengacu pada prinsip pada poin ke-1 dan ke-2, agar masyarakat desa mampu menjadi masyarakat
yang dapat menjalin kerjasama keluar daerahnya maupun kerjasama dengan pihak yang datang ke daerahnya,
sehingga bisa keluar dari sifat-sifat sulit berkompetisi dan tindakan menghindarkan diri dari kemajuan (Stahl,
2015). sikap dan perilaku inferior (merasa tidak mampu karena selalu menyalahkan kondisi
kemiskinan/ketidakmampuan yang dialaminya) (Steckermeier dan Delhey, 2018). Untuk bisa menyelesaikan
tantangan utama ini pemerintah desa harus mempersiapkan kerjasama dengan berbagai pihak, dari dalam daerah
maupun luar daerah, yang dapat diajak berkomitmen untuk mendorong BUMBDes dan pengusaha lokal agar
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memiliki motivasi yang kuat untuk membangun usaha yang unggul dan tangguh dan mudah dalam proses
pendiriannya.

Simpulan

Penelitian ini merupakan analisis sosiologi organisasi terhadap prinsip-prinsip pemerintahan CERIA yang
dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Pemkab Gorut). Pemkab Gorut perlu untuk mencermati
kemungkinan bahwa CERIA hanya akan menjadi jargon pemerintah yang tenggelam karena kekakuan organisasi
ala Weberian yang tidak dapat menyelesaikan penyakit birokrasi, sehingga penyakit ini pun akan merusak
kemurnian tujuan badan-badan pemerintahan desa seperti BUMDes dalam rangka memajukan kewirausahaan.

Prinsip CERIA harus mampu menjadi lebih luwes dengan mengacu pada pendekatan egalitarian terhadap
perubahan birokrasi BUMDes agar bisa merespon cepat dan beradaptasi dengan baik terhadap unsur-unsur
kewirausahaan yang membutuhkan dukungan kebijakan, arah inovasi, dan strategi tindakan usaha yang tangkas
dan harus melibatkan banyak agen dari aktor usaha, aktor inovasi, dan aktor pemangku kebijakan.

Penelitian ini sebatas ingin memperlihatkan bahwa telah ada kajian teori dan konsep yang tujuannya
adalah agar terjadi perubahan birokrasi pemerintahan yang agile dan berasas budaya egalitarian, sehingga tidak
terlalu mendalam dalam menjelaskan bagaimana konsep perubahan tertentu secara strategi dan langkah-
langkahnya. Oleh karena itu, beberapa penelitian yang penting dapat dilakukan oleh para akedemisi selanjutnya
adalah, misalnya dalam disiplin ilmu sosiologi, politik, dan pemerintahan adalah mengenai hubungan sosial dan
politik antara pemerintahan desa dengan pengusaha-pengusaha di desa, dengan urgensi penelitiannya adalah
untuk mengetahui berbagai potensi peningkatan kewirausahaan desa dari hubungan tersebut. Topik lain juga bisa
berupa penilaian atau persepsi masyaraka terhadap pelayanan BUMDes dalam memajukan usaha-usaha
masyarakat desa
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